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ABSTRAK : bahwa untuk memberikan kemudahan dan kejelasan alur serta proses penyusunan, 
pelaporan dan evaluasi Kartu Kendali dalam rangka pelaksanaan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar, perlu 
menetapkan Prosedur Standar Operasional; 

 bahwa untuk meningkatkan fungsi koordinasi dalam Penyusunan, Pelaporan dan 
Evaluasi Kartu Kendali dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar, maka Keputusan Sekretaris 
KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 16/HK.03.2/3313/2021 tentang Penetapan 
Prosedur Standar Operasional Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali 
dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan 
KPU Kabupaten Karanganyar perlu dievaluasi kembali; 

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan 
Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Prosedur Standar 
Operasional Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali dalam rangka 
pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten 
Karanganyar; 

 
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini 

adalah :  

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 
Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, 
Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali  
diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU 
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 786); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan 
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1236); Keputusan KPU RI Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang 
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah di Lingkungan 
KPU;  

 
Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 26/HK.03.1/3313/2021  



diatur tentang : 

Menetapkan Prosedur Standar Operasional Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi 
Kartu Kendali dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
di Lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Prosedur 
Standar Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai 
panduan bagi Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar dalam menyusun, 
melaporkan dan melaksanakan evaluasi Kartu Kendali dalam pelaksanaan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah. Pada saat Keputusan ini mulaiberlaku, maka 
Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 16/HK.03.2/3313/2021 
tentang Penetapan Prosedur Standar Operasional Penyusunan, Pelaporan dan 
Evaluasi Kartu Kendali dallam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar, dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

 

 CATATAN :  - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 5 November 2021. 
- Lampiran 5 halaman. 

  


